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Penyandang Cacat Yang Tersekat

Ada puluhan juta penyandang cacat di Indonesia yang nasibnya masih terpinggirkan.
Butuh kepedulian dan tindakan konkret dari pemerintah, masyarakat, dan pihak
terkait agar mereka bisa menikmati hak-haknya.

1]

ami, para penyandang cacat, diperlakukan

secara diskriminatif,” ujar Wurl Handayani,

penyandang cacat (Penca) di Surabaya
yang selama 12 tahun fterakhir menggunakan
kursi roda untuk membantunya berjalan,
Perlakuan diskriminatif dialami Wuri ketika dia
ditolak mengikuti tes calon pegawai negerl sipil
daerah (CPNSD). Alasannya, dia dianggap tidak
memenuhi kesehatan jasmani karena berkursi
roda. Diperlakukan seperti itu, Wuri fidak terima,
Lalu dia menggugat Wali Kota Surabaya melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kasus serupa juga dialami oleh Sarla dan
Asmadi. Dua orang tuna netra ini mengadu ke
Komnas HAM karena nomor testingnya untuk
mengikuti ujian CPNSD dicabut oleh tim
pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten
Karawang, Alasannya dalam pelaksanaan tes
CPNSD Kabupaten Karawang tidak dilengkapi
kelengkapan bagi tuna netra serta dalam
pelaksanaan testingnya tidak boleh bekerjasama
atau dibantu orang lain. Sarla dan Asmadi fidak
menerima pencabutan tersebut karena
sebelumnya mereka telah dinyatakan memenuhi
syarat untuk mengikuti tes penerimaan CPNSD
pemerintah Kabupaten Karawang tahun anggaran
2004.

Perlakuan diskriminatif seperti itu jelas
melanggar UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang
penca. Pasal 14 UU itu menyatakan perusahaan
negara dan swasta memberikan kesempatan dan
perlakuan yang sama kepada penca dengan
mempekerjakan penca di perusahaannya sesuai
dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan,
dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan
dengan jumlahr karyawan denfatau kualifikasi
perusahaan. Selanjutnya pada pasal 28 butir (‘I)
dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan
setama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana
denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua
ratusjutarupiah).

Hak para penca atas pekeriaan secara lebih
jelas juga tercantum pada Peraturan Pemerintah

No. 43 Tahun 1998
tentang Upaya
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat.
Pasal 29 butir (1) PP
Ne.43/1888
menyatakan
pengusaha harus
mempekerjakan
sekurang-kurangnya 1
(satu) orang penca
yang memenuhi
persyaratan jabatan
dan kualifikasi
pekerjaan sebagai
pekerja pada
perusahaannya untuk
setiap 100 (seratus) orang pekerja
perusahaannya.

Selain itu hak para penca juga dijamin oleh
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun
1948, Deklarasi Hak Penyandang Cacat, 9
Desember 1975 di New York, Pasal 38 dan 41 UU
No.39/1999 tentang HAM, dan Deklarasi Sapparo
Bagi Penyandang Cacat, Oktober 2002.

Meskipun hak para penca sudah tercanturm di
dalam instrumen nasional maupun internasional,
fapi sampai saat ini implementasi jatah satu
persen untuk para penca difinstansi pemerintah
maupun swasta belum bisa ie%ujud, Kondisi ini
menunjukkan belum adanya kepedulian yang
serius dari pemerintah maupun lembaga swasta
untuk memenuhi hak-hak penca, ferutama dalam
pemenuhan hak atas pekerjaan. Padahal
persoalan para penca adalah persoalan serius di
dunia. Mengapa? Salah satu alasannya karena
jumiah mereka sangat banyak.

PBB Memperkirakan jumlah penca di seluruh
dunia ada sekitar 600 juta jiwa. Dari jumiah itu
sebanyak 82 persen hidup di pedesaan di negara-
negara berkembang dan sekitar 70 persen dari
500 juta diperkirakan mempunyai akses sangat
lerbatas atau tidak mempunyal akses kepada
pelayanan yang mereka butuhkan.

Sementara itu, data survel yang dilakukan
oleh organisasi kesehatan sedunia, WHO (World
Health Organization), pada akhir tahun 1997,
menyebutkan jumiah penca di Indonesia telah
mencapai angka 20 juta jiwa. Data milik
Departemen Sosial RI, pada 1995, menyebutkan
jumlah 6,1 juia jiwa, dengan klasifikasi sebagai
berikut: cacat ubuh sebanyak 1.634.021; tuna
netra sebanyak 1.844.557, tuna rungu/wicara
622.250, cacat mental 796.066 dan cacat karena
penyakit kronis sebanyak 1.209.338. Lain lagi
data milik Direktorat Jenderal Medik Departemen
Kesehatan, tahun 1995, disebutkan jumlah penca
mencapal 12 jutajiwa.

Puluhan juta penca di Indonesia itu tidak
hanya mengalami kesulitan memperoleh
pekerjaan. Tapi, mereka juga terdiskriminasi di
berbagai aspek kehidupan yang lain. Pada bidang
pendidikan, dapat kita simak nasib anak-anak
pencadiManado,

Gelap penglihatan kami
Lemah daya pikirkami
Sepidunia kami
Tetapikamijuga ingin berkarya

Demikian kata-kata yang tertulis di papan tulis
ruang keterampilan Sekolah Luar Biasa (SLB)
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